
BUPATI SEMARANG 
SALfl\I1\N 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMORHTAHUN 2011 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 32 
TAHUN 2010 TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN DAN 

PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

Menimbang: a .. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian kode rekening 

terhadap Sistem lnformasi Keuangan Daerah (SIPKD), maka 

perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 
Tahun 2010 tentang • Kode Rekening Perencanaan dan 
Penganggaran Kabup~ten Semarang Tahun Anggaran 2011; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang ; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan 

Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra 

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1652); 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

J=>enyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor.3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301 ); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang:..undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
' . 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undarig Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

' ~ 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik.lndonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 
I 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4586); 
4 

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pe!'Wakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Nomor 5043); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tcthun 2009 Nomor 153, 

Tqmbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

216 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

K:,tamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protol<oler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan 

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

20. Peraturan Pemerintah. Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi~ 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Penierintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Repub/ik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Oaerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia lahuh 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik fndonesia Nomor 4741); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4864); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4972); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang 

Tunjangan Profesi Guru dan Doseh, Tunjangan Khusus Guru 

dan Dasen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 
27. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan 

Pengamanan Persandian; 
28. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan 

Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 

29. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan 

Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 

Tahun 2007 tentang Perubahan Atas .Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang 

Peqoman Pengelolaan Belanja Pemilu Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di 

Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyosunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2011; 



Menetapkan 

34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Keuangan Bupati Dan Wakil Bupati 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 
44 Seri A Nomor 9, T ambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 21 ); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2004 
tentang Kedudukan · Protokoler Dan Keuangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2004 · Nomor 45 Seri A Nomor 10, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22) ,, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Oaerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Semarang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Semarang Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Semarang Nomor 24); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 

14,Tambahan Lemb~ran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 

13); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI _SEMARANG NOMOR 32 
TAHUN 2010 TENTANG KODE REKENING PERENCANAAN 
DAN PENGANGGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 
ANGGARAN 2011. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 32 Tahun 2010 

tentang Kode Rekening Perencanaan Dan Pengahggaran Kabupaten Semarang 

Tahuh Anggaran 2011 (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 

32), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Semarang: 

a. Nomor 99 Tahun 2010~ntang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang 

Nomor 32 Tahun 2010 tentar.g Kode Rekening Perencanaan dan 

Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 99); 
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b. Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Semarang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Kode Rekening Perencanaan dan 

Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011 (Serita Daerah 

Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 10); 

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam PasaJ 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 5 

Pada saat Peraturan Supati ini mulai berlaku, maka: 

1. Peraturan Supati Semarang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kode Rekening 

Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 

2010 (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor44); 

2. Peraturan Supati Semarang Nomor 76 Tahun 2009 tentang f>erubahan Atas 

Peraturan Supati Semarang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kode Rekening 

Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang tahun Anggaran 

2010 (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 77); dan 

3. Peraturan Supati Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Supati Semarang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kade Rekening Perencanaan dan Penganggaran Kabupaten Semarang 

Tahun Anggaran 2010 (Serita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 

Nomor 10); 

tetap berlaku untuk proses perencanaan dan penganggaran tahun anggarag 

2010. 

Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kade Rekening Selanja Daerah 

5 2 1 04 Belanja Pegawai Bidang Pendidikan diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

KODE .URAIAN 

5 2 1 04 Belanja Pegawai BLUD 
5 2 1 04 01 Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit 
5 2 1 04 02 Ost.. ... 

5 2 1 05 Kosong 

5 2 1 06 01 Belanja Pegawai Bidang Pendidikan 
5 2 1 06 02 Selanja Pegawai Operasjonal SekoJah (Dana BOS) 
5 2 1 06 ' D$t.. ..... 

5 2 1 07 Ost. ...... 
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3. Ketentuan dalam Lampiran VIII pada Kade Rekening Belanja Daerah 

5 2 3 34 Belanja Modal Bidang Pendidikan diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

KODE URAIAN 

5 2 3 34 Belanja Modal BLUD 
5 2 3 34 01 Belanja Modal BLUD RSUD 
5 2 3 34 02 Ost. ..... 

5 2 3 35 Belanja Modal Bidang Pendidikan 
.5 2 3 35 01 Belanja Modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
5 2 3 35. 02 Ost. ...... 

5 2 3 36 Ost ...... 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padci tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal. 23 - 02 - 2011 

Pit. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG 

Kepala Dinas Pendapatan dan 
~~11'bl n Keuangan Daerah 

~-··¼/' (,, 

Ditetapkan di Ungaran 

pada tanggal ,2,g ... O.P - .:2011 

-~:.. ... -->;,,· 
DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 25 
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